BAB III

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab II di atas, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan saran-saran dalam

penulisan hukum ini yaitu :

A. Kesimpulan

Perkawinan sesama jenis jika ditinjau dari perspektif jender dapat dibenarkan,
karena posisi laki-laki sebagai suami dapat berubah menjadi istri dan sebaliknya
posisi perempuan sebagai istri dapat berubah menjadi suami dalam perkawinan.
Selain itu, kesetaraan jender dapat dicapai melalui perkawinan sesama jenis
karena seorang suami tidak lagi diperankan oleh laki-laki dan seorang istri oleh
perempuan, yang cenderung menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan jender
dalam rumah tangga karena perbedaan jenis kelamin, namun suami dan istri vdapat
diperankan oleh laki-laki dan laki-laki (homoseksual) atau perempuan dan
perempuan (lesbian) sehingga tidak terjadi ketimpangan posisi antara suami dan
istri yang disebabkan perbedaan jenis kelamin.

Pelaksanaan perkawinan sesama jenis di Indonesia tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga bagi pasangan-pasangan
sesama jenis yang ingin. mengikatkan hubungannya dalam suatu ikatan
pernikahan, maka mereka akan melegalkan pernikahannya di negara yang

melegalkan perkawinan sesama jenis seperti Belanda, Belgia, atau Spanyol.
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Kemudian mereka hidup bersama dalam satu rumah bersama pasangannya,
namun tidak terikat perkawinan secara sah menurut hukum positif Indonesia,
melainkan sah menurut hukum negara dimana mereka melangsungkan
pernikahannya.

Di Indonesia ada satu yayasan yang memperjuangkan hak-hak kaum Gay,
Lesbian, Biseks, dan Transjender (LGBT) dan memberi perlindungan secara
hukum kepada mereka yaitu Yayasan Arus Pelangi. Yayasan ini memfasilitasi
anggota yang ingin menikah dengan pasangan sesama jenisnya dengan membuat
surat perjanjian, namun tidak terikat seperti perjanjian kawin, melainkan hanya
sebuah perjanjian secara perdata saja untuk mengantisipasi jika ada pasangan
yang telah mencampurkan hartanya kemudian berpisah, maka dapat segera
diselesaikan khususnya mengenai harta gono gini.

B. Saran-Saran
1. Pemerintah dapat merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkawinan, sehingga dapat mengakomodasi perkawinan bagi mereka
yang mempunyai orientasi seks yang menyimpang yaitu bagi kaum lesbian
dan terutama bagi kaum homoseksual. Karena mereka mempunyai hak yang
sama dengan manusia lain yang normal sebagai warga negara Indonesia.
2. Pemerintah lebih memperhatikan keberadaan pasangan-pasangan sesama jenis

di Indonesia dengan cafa mengayomi masyarakat untuk merubah pola pikir

yang menganggap bahwa pasangan-pasangan sesama jenis adalah orang-orang

yang berdosa dan dikucilkan.
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3. Setiap masyarakat dapat menerima dan memperlakukan pasangan-pasangan
sesama jenis seperti pasangan-pasangan normal (pasangan heteroseksual)

pada umumnya, karena mereka juga hak untuk berkeluarga, hak untuk hidup,

dan sebagainya.
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Lampiran : Contoh perjanjian Kerjasama bagi pasangan sesama jenis

PERJANJIAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama e LR L E R
Pekerjaan :..ccoviiiiiiiiniiiiiiien,
Alamat 3 o 9000000 SaAREEEE I O

2. Nama 2 /O
Pekerjaan : ......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiin
Alamat 2 0000M0000000000000d6MAbaccooo00e

Dengan ini telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Tinggal Bersama dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB |
BENTUK PERJANJIAN
Pasal 1
PARA PIHAK akan saling hormat-menghormati, saling perngertian setelah tinggal
bersama dalam satu rumah -

Pasal 2
Segala kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK di luar harus sepengetahuan
dan seijin kedua belah pihak '

BAB Il
SIFAT PERJANJIAN
Pasal 3
Perianjian ini dibuat berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak untuk tinggal
dalam satu rumah.

BAB i
HAL-HAL YANG DIPERJANJIKAN
Pasal 4
PARA PIHAK sepakat untuk memasukkan semua harta milik dari masing-masing
pihak dalam perjanijian ini.



Pasal 5
PARA PIHAK sepakat harta milik bawaan merupakan hak sepenuhnya dari
masing-masing pihak.

Pasal 6
KEDUA PIHAK sepakat bahwa harta yang diperoleh setelah tinggal bersama
merupakan harta bersama dan dipergunakan bersama-sama.

Pasal 7

. Harta  bawaan  Pihak  Perfama  berupa barang bergerak  sepert

............................ dan barang tidak bergerak seperti ......................

Pasal 8
Harta  bawaan  Pihok  Kedua  berupa  barang  bergerak  seperti
............................ dan barang tidak bergerak seperti ...........cooenii

BAB IV
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN
Pasal 9
Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul selama jangka waktu kesepakatan ini
berlangsung akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
Dalam hal perselisihan antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dengan
damai, maka seluruh harta bawaan milik masing-masing pihak tetap menjadi hak
dari masing-masing pihak, kecuali harta yang diperoleh saat tinggal bersama
harus dibagi secara merata anatar kedua pihak.

LAIN-LAIN

Pasal 11
Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan ditentukan
atau disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) disepakati dan ditanda
tangani di atas materai secukupnya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Prograom Siudn M o



